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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana penerapan konsep 
hukum administrasi Negara di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dan bagaimana penerapan sanksi 
administrasi sebagai tanggung jawan Negara 
terhadap perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif, 
disimpulkan: 1. Prinsip hukum administrasi 
lingkungan, administrasi Negara khusunya di 
bidang pengawasan pengelolaan lingkungan 
yang berbasis pada pembangunan tunduk/taat 
kepada prinsip-prinsip normative adminsitrasi 
pengelolaan lingkungan yang meliputi substansi 
kebijakan pengelolaan lingkungan, 
kelembagaan pengelolaan lingkungan dan 
peran serta masyarakat dalam pengelolaan 
lingkungan hidup khususnya di bidang 
pengawasan, dan pengembangan perijinan 
lingkungan terpadu yang mengandung prinsip 
dan asas-asas hukum administrasi Negara 
maupun adminsitrasi lingkungan, sebagaimana 
diperlukan penguatan pembangunan dan 
lingkungan serta pengaturan lingkungan yang 
bersifat komperehensif. 2. Prinsip legalitas 
sebagai dasar hukum dalam setiap 
penyelenggaraan, negara artinya tindakan 
pemerintahan tunduk kepada UU tidak boleh 
bertentangan dengan UU termasuk 
wewenang/kewenangan yang diberikan kepada 
pejabat penyelenggara pemerintahan, 
khususnya kewenangan penerapan sanksi 
adminsitrasi dalam mewujudkan kelestarian 
fungsi lingkungan yang melindungi lingkungan 
hidup dari kegiatan usaha/ ekonomi, penerapan 
sanksi adminsitrasi apabila tidak ditaati oleh 
korporasi dalam pengelolaan, perijinan, 
pengawasan (penerapan sanksi) ini merupakan 
keputusan pejabat pemerintah, (KTUN) dari 
yang paling ringan sampai yang terberat bahkan 
sampai pada sanksi pidana, keputusan 
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penerapan sanksi ini harus memenuhi syarat 
sebagai KTUN (sah) sehingga oleh yang terkena 
keputusan (KTUN) tersebut. 
Kata kunci: Perlindungan, Pengelolaan, 




A.  Latar Belakang 
Diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 
1945 bahwa setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin; bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan3 ini merupakan hak asasi setiap 
warga Negara Indonesia. 
Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku 
kepentingan berkewajiban untuk melakukan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dalam pelaksanaan pembangunan agar 
lingkungan hidup Indonesia dapat tetap 
menjadi sumber dan penunjang hidup bagi 
rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. 
Indonesia mempunyai kekayaan 
keanekaragaman hayati dan sumber daya alam 
yang berlimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi 
dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan laut, darat, dan 
udara berdasarkan wawasan Nusantara. 
Indonesia juga berada pada posisi yang sangat 
rentan terhadap dampak perubahan iklim. 
Dampak tersebut meliputi turunnya produksi 
pangan, terganggunya ketersediaan air, 
tersebarnya hama dan penyakit manusia, 
naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-
pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman 
hayati. Ketersediaan sumber daya alam secara 
kuantitas ataupun kualitas tidak merata, 
sedangkan kegiatan pembangunan 
membutuhkan sumber daya alam yang semakin 
meningkat. Kegiatan pembangunan juga 
mengandung resiko terjadinya pencemaran dan 
kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat 
mengakibatkan daya dukung, daya tampung, 
dan produktivitas lingkungan hidup menurun 
yang pada akhirnya menjadi beban sosial. 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup menuntut dikembangkannya suatu 
system yang terpadu berupa suatu kebijakan 
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nasional perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang harus dilaksanakan 
secara taat asas dan konsukuen dari pusat 
sampai ke daerah. 
Pelanggaran dan perlindungan serta 
kewenangan pemberian sanksi terhadap 
pelanggar perlindungan dan pengelolaan 
sumber daya alam yang dikenal dengan 
lingkungan hidup, pasti melibatkan kekeliruan 
hukum yang terkait dengan hal tersebut. 
Ketentuan hukum administrasi Negara dan 
admnistrasi lingkungan dalam penyelenggaraan 
Negara atau pemerintahan, sebagaimana 
tanggung jawabnya pemegang kewenangan 
pemberian ijin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, pemberian sanksi 
administrasi dari yang ringan sampai yang berat 
terhadap pelanggar perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup baik air, alam 
dan udara. Begitu juga pemerintahan memberi 
kewenangan baik kepada daerah maupun 
badan daerah maupun badan usaha yang 
sangat luas untuk mengelola/melakukan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup di masing-masing daerah/wilayah bagi 
badan usaha dimana daerah/wilayah yang 
dimohon untuk dijadikan lokasi usahanya 
dengan catatan harus mentaati peraturan 
perundang-undangan yang mengatur 
sebagaimana dimaksud, dalam penerapannya 
baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah berpedoman pada prinsip-prinsip 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang didasarkan pada kelola 
pemerintahan yang baik karena dalam setiap 
proses perumusan dan penerapan instrument 
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup serta penanggulangan dan 
penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian 
aspek transparansi, pastisipasi, akuntabilitas, 
dan keadilan. 
Adapun ketentuan hukum pidana dan 
pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan 
hukum pidana lingkungan tetap 
memperhatikan asas ultimum remedium yang 
mewajibkan penerapan penegakan hukum 
pidana sebagai upaya terakhir setelah 
penerapan penegakan hukum administrasi 
dianggap tidak berhasil. Penerapan asas 
ultimum remedium ini hanya berlaku bagi 
tindak pidana formil tertentu, yaitu 
pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu 
air limbah, emisi, dan gangguan, sebelum 
diterapkan sanksi administrasi yang berlaku 
terhadap pelanggar baik perorangan maupun 
Badan hukum. 
Ketentuan hukum yang terkait lainnya 
disesuaikan dengan seberapa keterkaitannya 
dengan proses perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup untuk menjamin terlaksana 
tugas dan fungsi lembaga yang mempunyai 
beban dengan berdasarkan undang-undang 
tidak cukup pada satu ketentuan hukum saja, 
tetapi harus saling menetapkan dan melakukan 
koordinasi pelaksanaan kebijakan dan 
mengawasi terhadap perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup serta harapan 
mempunyai ruang lingkup wewenang untuk 
mengawasi sumber daya alam untuk 
kepentingan konservasi sekaligus 
pengembangan dan pelestarian alam semesta. 
Berdasarkan hal tersebut diatas penulis 
bermaksud mempelajari, mengkaji dan meneliti 
lebih mendalam yang hasilnya dituangkan 
dalam skripsi dengan judul perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup (Kajian hukum 
administrasi Negara). 
 
B.  Perumusan Masalah 
1. Bagaimana penerapan konsep hukum 
administrasi Negara di bidang 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup? 
2. Bagaimana penerapan sanksi 
administrasi sebagai tanggung jawan 
Negara terhadap perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup? 
 
C.  Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan dan penelitian ini adalah 
menggunakan pendekatan yuridis normative. 
Penelitian yuridis normative adalah suatu 
penelitian yang mengacu pada norma hukum 
baik yang terdapat pada peraturan perundang-
undangan yurisprudensi maupun dan norma 
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A. Penerapan Konsep Hukum Administrasi 
Negara Di Bidang Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Bangsa Indonesia membutuhkan penguatan 
konsep-konsep dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara, tidak saja hanya dalam konteks 
pembangunan dan lingkungan hidup melainkan 
juga menyangkut konsep pengaturan 
lingkungan yang bersifat komperehensif, arti 
penting terhadap pengembangan konsep 
hukum administrasi lingkungan sekaligus 
sebagai penguatan terhadap norma-norma 
hukum lingkungan, hal ini identic dengan 
konsep asas-asas hukum pemerintahan yang 
baik (Adminsitrasi Negara) sebagai berikut : 
1) Asas Kecermatan 
Asas kecermatan mengharuskan pejabat 
penegak hukum melakukan langkah-
langkah persiapan yang cukup cermat 
sebelum menjatuhkan sanksi. Penegak 
hukum harus mempertimbangkan 
segala hal yang terkait dengan 
keputusan, mendengar pendapat 
penanggung jawab usaha yang akan 
dikenal keputusan serta bilamana perlu 
mendengarkan pendapat para ahli 
apabila hal itu berkaitan dengan hal-hal 
yang tidak dimengerti oleh pejabat 
penegak hukum, misalnya menganalisa 
dampak limbah kimia dan lain-lain. 
2) Asas pemberi alasan 
Asas ini menharuskan agar dalam 
pengambilan keputusan penerapan 
sanksi adminsitrasi didasari oleh alasan 
yang rasional, fakta yang teguh dan 
meyakinkan. 
3) Asas persamaan 
Asas ini merupakan asas yang penting 
dalam hukum administrasi. Asas 
persamaan mengharuskan pejabat 
penegak hukum untuk memberlakukan 
secara sama pada kasus/keadaan yang 
sama. Misalnya banyak perusahaan 
industry yang limbahnya melebihi buku 
mutu limbah, tetapi hanya perusahaan 
“X” saja yang dikenal paksaan 
pemerintah. Tindakan yang demikian 
bertentangan dengan asas persamaan. 
4) Asas keseimbangan 
Asas ini secara khusus berfungsi dalam 
penerapan sanksi. Pejabat penegak 
hukum harus menjaga keseimbangan 
antara sanksi yang dijatuhkan dengan 
bobot pelanggaran yang dilakukan oleh 
penanggungjawab usaha. Misalnya 
apabila setelah melakukan 
pertimbangan yang cermat, pejabat 
penegak hukum berkesimpulan bahwa 
pelanggaran yang dilakukan oleh 
penanggungjawab usaha masih dapat 
diperbaiki, maka tidak perlu dilakukan 
pencabutan Izin Usaha Industri. 
5) Asas kepastian hukum 
Asas ini menghendaki agar keputusan 
penerapan sanksi adminsitrasi 
dirumuskan dengan jelas dan dapat 
dimengerti oleh penanggungjawab 
usaha yang dikenai keputusan. 
Perumusan dictum keputusanharus 
dihindarkan terjadinya keragaman 
penafsiran. Asas kepastian hukum juga 
menghendaki agar keputusan 
penerapan sanksi benar-benar 
dilaksanakan sesuai dengan isi 
keputusan.5 
 
B. Penerapan Sanksi Adminsitrasi Sebagai 
Tanggung Jawab Negara Terhadap 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 
undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha telah membakukan 
tindakan yang demikian dengan istilah 
Keputusan Tata Usaha Negara (untuk 
selanjutnya disingkat Keputusan TUN). Dalam 
Pasal 1 angka 9 UNdang-Undang Tata Usaha 
Negara tersebut diberikan batasan mengenai 
Keputusan TUN sebagai berikut : “Suatu 
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan 
atau pejabat tata usaha Negara yang berisi 
tindakan hukum tata usaha Negara yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan 
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi 
seseorang atau badan hukum perdata”.6 
Sebagai suatu keputusan TUN, penerapan 
sanksi adminsitrasi sangat memungkinkan 
terjadinya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha 
Negara (untuk selanjutnya disingkat PTUN) dari 
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penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
yang dikenai sanksi. Terlebih lagi jika keputusan 
penerapan sanksi administrasi tersebut 
merupakan keputusan yang secara ekonomis 
merugikan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 memberikan jaminan 
perlindungan hukum bagi setiap orang atau 
badan hukum perdata yang dirugikan oleh 
suatu keputusan TUN untuk mengajukan 
gugatan melalui PTUN.7 
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan yang dikenai sanksi administrasi 
mempunyai hak untuk menggugat keabsahan 
keputusan penerapan sanksi administrasi yang 
ditujukan kepadanya. Dintara tuntutan dalam 
gugatan tersebut adalah agar keputusan 
penerapan sanksi adminsitrasi dinyatakan tidak 
sah atau batal. Harapan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan melalui gugatan 
tersebut adalah agar dapat menjalankan 
kembali usahanya secara normal. 
Kewenangan penerapan sanksi adminsitrasi 
oleh pejabat TUN : 
a. Pembekuan Izin Lingkungan 
Pembekuan izin lingkungan diatur dalam 
UUPPLH dan Peraturan Peerintah Nomor 27 
Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Namun di 
dalam peraturan tersebut tidak disebutkab 
pengertian dan penjelasan mengenai 
pembekuan izin lingkungan baik dalam UUPPLH 
maupun peraturan pemerintah, hanya 
disebutkan sebagai salah satu bentuk sanksi 
adminsitratif setelah penerapan sanksi paksaan 
pemerintah. Pembekuan izin lingkungan 
merupaka indakan nyata dari pemerintahan 
yang berupa tidak memberlakukan izin 
lingkungan yang berakibat pada berhentinya 
suatu usaha dan/atau kegiatan. Untuk 
menentukan kapan suatu perbuatan dianggap 
sebagai suatu tindakan nyata pemerintah yaitu 
manakal : 
a) Tindakan itu dilakukan oleh aparat 
pemerintah dalam kedudukannya 
sebagai penguasa dan sebagai alat 
perlengkapan pemerintah 
(bestuurorganen); 
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 Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004. 
b) Tindakan tersebut dilaksanakan dengan 
maksud sebagai sarana untuk 
menimbulkan akibat di bidang hukum 
administrasi; 
c) Tindakan yang bersangkutan dilakukan 
dalam rangka menjalankan fungsi 
pemerintahan dan pemeliharaan 
terhadap kepentingan Negara dan 
rakyat.8 
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Pedoman 
Penerapan Sanksi Adminsitrasi di Bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup 
dalam Pasal 4 ayat (4) dinyatakan bahwa : 
Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin 
Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup 
diterapkan apabila penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan yakni: 
a) Tidak melaksanakan paksaan pemerintah; 
b) Melakukan kegiatan selain kegiatann yang 
tercantum dalam Izin Lingkungan Serta Izin 
Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan 
dan/atau; 
c) Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan 
Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan.9 
Mengenai keberlakuan pembekuan izin ini 
dapat dilakukan dengan atau tanpa batas 
waktu. Dengan ketentuan tanpa adanya batas 
waktu sehingga pemerintah memiliki 
kewenangan bebas. Kewenwngan bebas 
pemerintah dilakukan karena ada peraturan 
yang memberikan kebebasan kepada badan 
tata usaha Negara untuk menentukan 
mengenai isi dari keputusan yang akan 
dikeluarkan. Kewenangan tersebut oleh Hadjon 
dibagi menjadi dua yakni kewenngan: (1) untuk 
memutus secara mandiri, dan (2) kebebasan 
penilaian terhadap tersamar.10 
b. Pencabutan Izin Lingkungan 
Pencabutan izin lingkungan merupakan 
salah satu bentuk sanksi adminsitrastif yang 
diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH yang 
menegaskan bahwa Sanksi adminsitrastif terdiri 
atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, 
pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan 
izin lingkungan. 
Peraturan Pemerintan Nomor 27 Tahun 
2012 tentang izin lingkungan memberikan 
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sanksi kepada pemegang izin lingkungan yang 
melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 53, yaitu dikenakan sanksi 
adminsitratif yang meliputi: teguran tertulis, 
paksaan pemerintah, pembekuan izin 
lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. 
Penerapan pencabutan izin lingkungan ini 
berlaku pada penanggung jwab usaha dan 
kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan 
pemerintah. Pasal 79 UUPPLH menegaskan 
bahwa: “Pengenaan sanksi adminsitratif berupa 
pembekuan atau pencabutan izin lingkungan 
sebagaiana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) 
huruf c dan huruf d dilakukan apabila 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
tidak melaksanakan paksaan pemerintah”.11  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 
02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan 
Sanksi Adminsitrastif di bidang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan 
bahwa Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau 
kegiatan telah memindahtangankan izin 
usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan 
tertulis dari pemberi izin usaha, tidak 
melaksanakan sebagian besar atau seluruh 
paksaan pemerintah yang telah diterapkan 
dalam waktu tertentu dan telah menyebabkan 
terjadinya pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan yang membahayakan keselamatan 
dan kesehatan manusia.12 
Pemerintah akan menerapkan sanksi 
pencabutan izin lingkungan terhadap 
penanggung jawab usaha yang melanggar dan 
mengakibatkan kerusakan lingkungan 
menyebabkan atas pelanggaran terhadap 
syarat perizinan serta tidak dilaksanakannya 
sanksi adinsitrasi berupa teguran tertulis dan 
paksaan pemerintah oleh penanggung jawab 
usaha. Jadi pencabutan izin lingkungan adalah 
sebagai langkah terakhir pada tindakan atau 
sanksi adinsitratif. 
2.  Keabsahan Penerapan Sanksi Administrasi 
Sebagai Tanggung Jawan Negara Terhadap 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 
Penerapan sanksi administrasi merupakan 
salah satu bentuk keputusan tata usaha Negara 
yang sangat memungkinkan timbulnya gugatan 
dari yang terkena keputusan. Persoalan yuridis 
yang harus diperhatikan adalah keabsahan dari 
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keputusan penerapan sanksi yang akan diambil. 
Hal ini merupakan konsekuensi dari konsepsi 
Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang 
menjunjung tinggi asas “rechtmatigheid  van 
bertuur”. Berdasarkan asas tersebut, maka 
setiap keputusan harus memenuhi syarat-
syarat sahnya, sehingga dengan demikian 
keputusan tersebut berkekuatan  hukum dan 
dapat berlaku secara sah. 
Berdasarkan sifat kewenangan penerapan 
sanksi adminsitrasi, maka dalam 
penggunaannya pejabat penegak sanksi 
seharusnya tidak hanya memperhatikan 
peraturan perundang-undangan saja, tetapi 
juga pada asas=asas umum pemerintahan yang 
baik. Persoalan keabsahan tidak hanya harus 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
tetapi juga meliputi baik buruknya, tetap atau 
tidaknya keputusan sanksi. Penerapan sanksi 
adminsitrasi harus tunduk kepada peraturan 
yang menetapkan pejabat mana yang 
berwenang menerapkan sanksi, sebagaimana 
cara menerapkannya serta apa substansi dari 
masing-masing sanksi tersebut. 
a. Kewenangan Penerapan Sanksi 
Adminsitrasi 
Sanksi adminsitrasi harus dijatuhkan oleh 
organ adminsitrasi yang berwenang. Dalam hal 
ini pejabat yang bersangkutan harus 
mempunyai wewenang yang sah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. Tanpa 
kewenangan yang sah, seseorang tidak dapat 
melakukan tindakan hukum public. Hal ini 
ejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 
(8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang 
menyatakan bahwa: “Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang 
melaksanakan urusan pemerintahan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku”.13 Ketentuan ini smengandung 
makna asas legalitas dari setiap tindak 
pemerintahan, juga menunjukkan bahwa hanya 
peraturan perundang-undangan sajalah yang 
memberikan wewenang yang dimiliki oleh para 
pejabat tata usaha Negara. 
Secara umum, kewenangan melakukan 
tindak pemerintahan bersumber pada dua cara, 
yaitu atribusi dan delegasi. Pada atribusi terjadi 
pemberian wewenang yang baru oleh suatu 
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 Pasal 1 angka (8) UU No. 5 Tahun 2009. 
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ketentuan dalam peaturan perundang-
undangan. Sedangkan pada delegasi terjadi 
pelimpahan wewenang dari pejabat 
pemerintah yang telah lainnya. Perlimpahan 
wewenang juga diikuti dengan beralihnya 
tanggung jawab dan tanggung gugat. 
Pendelegasian wewenang hanya dapat 
dilakukan dengan peraturan perundang-
undangan.14 
Kewenangan organ pemerintah memiliki 
keterbatasan baik wilayah, substansi maupun 
waktu. Dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon 
bahwa : 
Setiap kewenangan dibatasi oleh isi/materi, 
wilayah dan waktu.cacat dalam aspek-aspek 
tersebut menimbulkan cacat kewenangan 
(onbevoegdheid) yang menyangkut : 
a. Cacat isi (onbevoegdheid ratione 
materiane) 
b. Cacat wilayah (onbevoegdheid ratione 
loci) 
c. Cacat waktu (onbevoegdheid ratioen 
temporis).15 
Dalam UUPPLH beberapa ketentuan yang 
terkait dengan pengawasan dan sanksi 
adminsitrasi memberikan kewenangan kepada 
tiga unsure pemerintahan baik pemerintah 
pusat maupun daerah. 
1. Pengawasan  
Pasal 71 : 
1) Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan 
kewennagannya wajib melakukan 
pengawasan terhadap ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan atas ketentuan yang 
ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 
2) Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota dapat mendelegasikan 
kewenangannya dalam melakukan 
pengawasan kepada pejabat/instansi 
teknis yang bertanggung jawab di 
bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 
                                                          
14
 Indraharto Op.Cit, hal. 91 
15
 Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum 
Adminsitrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang 
Bersih, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum 
UNAIR, Surabaya, 1994, hal. 9. 
3) Dalam melaksanakan pengawasan, 
Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota menetapkan pejabat 
pengawas lingkungan hidup yang 
merupakan pejabat fungsional.16 
Pasal 72: 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengann kewenangannya wajib 
melakukan pengawasan ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin 
lingkungan.17 
2. Sanksi Adminsitratif 
Pasal 76: 
1) Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota menerapkan 
menerapkan sanksi adminsitrasi 
kepada penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan jika dalam 
pengawasan ditemukan pelanggaran 
terhadap izin lingkungan. 
2) Sanksi adminsitrasi terdiri atas: 
a. Teguran tertulis; 
b. Paksaan pemerintah; 
c. Pembekuan izin lingkungan;atau 
d. Pencabutan izin lingkungan.18 
Dari beberapa pasal tersebut di atas baik 
pengawasan dan sanksi adminsitrastif, dapat 
dikemukakan bahwa Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota berwenang menjatuhkan 
sanksi adminsitrasi. Hal ini dikarenakan adanya 
kewenangan yang berkenaan dengan 
pengelolaan lingkungan hidup di luar dari 
kewenangan yang dialokasikan kepada 
pemerintah (pusat) dan provinsi menjadi 
kewenangan otonom kabupaten/kota yang 
meliputi kewenangan-kewenangan sebagai 
berikut : 
1) Pemberian konsesi 
(pemanfaatan/pengusahaan) sumber 
daya alam yang berdampak pada 
keseimbangan daya dukung ekosistem 
dan masyarakat adat/setempat 
(penyelenggara perizinan). 
2) Pengendalian dampak dari suatu kegiatan 
terhadap sumber daya air, udara, tanah, 
termasuk melaksanakan pengawasan 
penataan sampai dengan menjatuhkan 
                                                          
16
 Pasal 71 
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 Pasal 72 
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 Pasal 76 
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sanksi adminsitrastif (pengendalian 
dampak lingkungan).19 
Penerapan sanksi pembayaran denda akan 
dikenakan pada setiap penanggung jawab 
usaha atau kegiatan yang tidak melaksanakan 
paksaan sebagai pengganti paksaan pemerintah 
menjadi kewenangan. 
b.  Prosedur Penerapan Sanksi Adminsitrasi 
Setiap tindakan pemerintahan termasuk 
penerapan sanksi adminsitrasi harus dilakukan 
sesuai dengan prosedur yang telah digariskan. 
Tanpa melalui prosedur tersebut, penerapan 
sanksi adminsitrasi akan mengandung cacat 
prosedur. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi 
hakim untuk menyatakan tindakan tersebut 
batal atau tidak sah. 
Prosedur yang baik harus mencerminkan 
tiga elemen utama dalam hukum adminsitrasi 
yaitu asas Negara hukum, asas demokrasi dan 
asas nstrumental. Asas Negara hukum dalam 
prosedur berkaitan dengan perlindungan hak-
hak dasar. Asas demokrasi menghendaki 
keterbukaan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, sedangkan asas instrumental 
meliputi asas efisiensi (doelmatigheid) dan asas 
efektivitas (doelterffendheid).20 
1) Prosedur Penerapan Paksaan 
Pemerintah 
Paksaan pemerintah adalah tindakan nyata 
untuk menghentikan pelanggaran norma 
hukum lingkungan administrasi yang dilanggar 
oleh penanggung jawab usaha. Misalnya 
penanggung jawab usaha melanggar baku mutu 
air limbah, maka Gubernur menghentikannya 
dengan jalan menutup saluran pembuangan 
limbah.21 
UUPPLH memberikan batasan yakni tentang 
tata cara menerapkan paksaan pemerintah 
yang didahului dengan teguran, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) UUPPLH yang 
menegaskan bahwa: 
Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa : 
a) Pengentian sementara kegiatan 
produksi; 
b) Pemindahan sarana produksi 
c) Penutupan saluran pembuangan air 
limbah atau emisi; 
d) Pembongkaran; 
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 Bachrul Amiq Op.Cit. hal. 53 
20
 Philipus M. Hadjon, Op.Cit. 
21
 Bachrul Amiq, Op.Cit. 
e) Penyitaan terhadap barang atau alat 
yang berpotensi menimbulkan 
pelanggaran; 
f) Penghentian sementara seluruh 
kegiatannn; atau  
g) Tindakan lain yang bertujuan untuk 
menghentikan pelanggaran dan 
tindakan memulihkan fungsi 
lingkungan hidup.22 
Paksaan pemerintah dapat dilakukan tanpa 
teguran khusus pada pelanggaran yang 
menimbulkan efek dan kerugian besar bagi 
lingkungan. Pasal 76 ayat (2) UUPPLH 
menegaskan bahwa: 
Pengenaan paksaan pemerintah dapat 
dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila 
pelanggaran yang dilakukan menimbulkan : 
a. Ancaman yang sangat serius bagi 
manusia dan lingkungan hidup; 
b. Dampak yang lebih besar dan lebih 
luas jika tidak segera dihentikan 
pencemaran dan/atau perusakannya; 
dan/atau 
c. Kerugian yang lebih besar bagi 
lingkungan hidup jika tidak segera 
dihentikan pencemaran dan/atau 
perusakannya.23 
2) Prosedur Pencabutan Izin Lingkungan 
UUPLH tidak memberikan pertunjuk tentang 
prosedur pencabutan izin lingungan. Oleh 
karena itu telah mengenai prosedur 
pencabutan izin dilakukan terhadap peraturan 
yang menjadi dasar dari izin tersebut. Baik 
dalam UUPPLH maupun dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin. 
Pada tahun 2013 dibuatlah panduan 
pelaksanaan sanksi administrasi melalui 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 
Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan 
Sanksi Adminsitrasi di Bidang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 
1) Prinsip hukum administrasi lingkungan, 
administrasi Negara khusunya di bidang 
pengawasan pengelolaan lingkungan yang 
berbasis pada pembangunan tunduk/taat 
kepada prinsip-prinsip normative 
adminsitrasi pengelolaan lingkungan yang 
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 Pasal 80 ayat (1) UUPPLH 
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 Pasal 76 ayat (2) UUPPLH 
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meliputi substansi kebijakan pengelolaan 
lingkungan, kelembagaan pengelolaan 
lingkungan dan peran serta masyarakat 
dalam pengelolaan lingkungan hidup 
khususnya di bidang pengawasan, dan 
pengembangan perijinan lingkungan 
terpadu yang mengandung prinsip dan 
asas-asas hukum administrasi Negara 
maupun adminsitrasi lingkungan, 
sebagaimana diperlukan penguatan 
pembangunan dan lingkungan serta 
pengaturan lingkungan yang bersifat 
komperehensif. 
2) Prinsip legalitas sebagai dasar hukum dalam 
setiap penyelenggaraan, negara artinya 
tindakan pemerintahan tunduk kepada UU 
tidak boleh bertentangan dengan UU 
termasuk wewenang/kewenangan yang 
diberikan kepada pejabat penyelenggara 
pemerintahan, khususnya kewenangan 
penerapan sanksi adminsitrasi dalam 
mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan 
yang melindungi lingkungan hidup dari 
kegiatan usaha/ ekonomi, penerapan sanksi 
adminsitrasi apabila tidak ditaati oleh 
korporasi dalam pengelolaan, perijinan, 
pengawasan (penerapan sanksi) ini 
merupakan keputusan pejabat pemerintah, 
(KTUN) dari yang paling ringan sampai yang 
terberat bahkan sampai pada sanksi pidana, 
keputusan penerapan sanksi ini harus 
memenuhi syarat sebagai KTUN (sah) 
sehingga oleh yang terkena keputusan 
(KTUN) tersebut. 
 
B.  Saran 
1) Pengaturan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sebagai subjek hukum 
menjadi suatu perkembangan baru dalam 
menjamin hak dan kewajiban lingkungan, 
hal ini pemerintah harus tegas mengatur 
permasalahan lingkungan dalam undang-
undang sebagai tanggung jawab Negara 
bagi generasi yang akan dating. 
2) Masyarakat dan badan usaha (korporasi) 
diharapkan ikut serta menjaga kelestarian 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dari kerusakan karena betapa 
pentingnya kelestarian sumber air, alam 
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